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Abstract 
The study is analyzing the proses of budgeting, implementation and management, 
accountability, control and utilization, and anstacles in the managementand utilization of national 
health insurance capitation funds in community health center in Parigi in 2016. Type of study and 
data analysis is qualitative. Data collecting methods consist of in-depth interview, observation, and 
document review. Informants consist of 7 people who take part in the management and utilization 
of national health insurance capitation funds in Parigi’s health center, the key informant is the 
head of Health Departement in Parigi Moutong Regency. The result shows that the management of 
capitation funds of national health insurance has been implemented in accordance with the 
applicable laws and regulation, but there is a delay in reporting and and the accountablility of the 
clinic. This affect the delay in the issuance of SP3B dan SP2B, which also affects in the financial 
reporting delays. The utilization of capitation fund of national health insurance based on the 
Regents’ letter and regulations has been utilized 70% for service, 10% for medicine, BHP and 
medical devices, and 20% for operational feels. The amount of services feel paid to employees is 
based on the points collected. These determined by their presence, type of their work, and 
employment status. Utilization of operational costs affects by the limited resources, delays in 
planning, and expenditure of operasional costs that are considered difficult. 
Keywords: Nasional health insurance capitation funds, governmental first level health facilities, 
community health service, management, and utilization 
 
Program Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN) adalah suatu program pemerintah yang 
bertujuan memberikan kepastian jaminan 
kesehatan yang menyeluruh bagi setiap 
masyarakat Indonesia agar dapat hidup sehat, 
produktif, dan sejahtera. Program ini 
merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial 
Nasional yang wajib bagi seluruh penduduk 
melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) kesehatan. Implementasi program 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh 
Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan 
(BPJS) dimulai sejak Januari 2014.  
JKN diselenggarakan untuk 
memberikan perlindungan kesehatan dalam 
bentuk manfaat pemeliharaan kesehatan 
dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar 
kesehatan yang diberikan kepada setiap orang 
yang telah membayar iuran atau iurannya 
dibayaroleh pemerintah. Manfaat JKN terdiri 
atas dua jenis, yaitu manfaat medis dan 
manfaat non-medis. Manfaat medis berupa 
pelayanan kesehatan yang komprehensif 
(promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) 
sesuai dengan indikasi medis yang tidak 
terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan. 
Manfaat non-medis meliputi akomodasi dan 
ambulans. Manfaat akomodasi untuk layanan 
rawat inap sesuai hak kelas perawatan peserta. 
Manfaat ambulans hanya diberikan untuk 
pasien rujukan antar fasilitas kesehatan, 
dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh 
BPJS Kesehatan (Profil Kesehatan 2015). 
Pelaksanaan program Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) yang digelar 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
118 e Jurnal Katalogis, Volume 6 Nomor 3 Maret 2018 hlm 117-127               ISSN: 2302-2019 
kesehatan diyakini akan membawa perubahan 
besar dalam pelayanan kesehatan di 
Indonesia. Salah satu perubahan yang paling 
disorot adalah mekanisme pembayaran klaim 
dari BPJS Kesehatan kepada penyedia 
pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, 
Klinik dan Rumah Sakit (Kulo, dkk : 2014) 
Dana kapitasi adalah besaran 
pembayaran dimuka per bulan kepada FKTP 
berdasarkanjumlah peserta yang terdaftar 
tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah 
pelayanankesehatan yang diberikan. Pada 
pelaksanaan program Jamkesmas dana 
kapitasi ditetapkan sebesar Rp1.000. Jumlah 
ini dirasa tidak cukup karena tidak 
mencerminkan biaya yang sebenarnya. Selain 
itu, dana kapitasi yang dibayarkan Kemenkes 
ke Dinas Kesehatan tidak seutuhnya 
tersalurkan ke Puskesmas karena mengacu 
pada peraturanperundang-undangan yang 
berlaku (UU No. 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara, UU No. 32 Tahun 
2004 tentang Otonomi Daerah, Permendagri 
No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman  
Pengelolaan Keuangan Daerah, dan 
seterusnya), dana tersebut harus disetor ke kas 
daerah dan merupakan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), sehingga tidak seutuhnya 
dapat digunakan untuk peningkatan kualitas 
layanan UKP. Berdasarkan pengalaman 
tersebut, dalam pelaksanaan JKN jumlah dana 
kapitasi ditingkatkan menjadi Rp3.000-
Rp6.000/kapita/bulan. Selain itu, 
pendistribusian dana ke daerah dilaksanakan 
berdasarkan Perpres No. 32/2014 yang 
dilengkapi dengan peraturan teknis 
Permenkes No. 19/2014 dan Surat Edaran 
Mendagri (No. 990/2280/SJ) yang mengatur 
pengelolaan dana kapitasi yang dibayarkan 
langsung oleh BPJS Kesehatan kepada 
Bendahara melalui rekening dana kapitasi di 
Puskesmas sesuai dengan jumlah peserta yang 
terdaftar. Sebagai catatan, rekening dana 
kapitasi tetap merupakan bagian tak 
terpisahkan dari kas daerah. Diharapkan 
pelaksanaan mekanisme yang baru ini dapat 
mengoptimalkan pemanfaatan dana kapitasi 
untuk insentif tenaga medis dantambahan 
biaya operasional (termasuk obat, bahan 
medis habis pakai, alat kesehatan, dan 
sebagainya) agar terjadi peningkatan mutu 
layanan kesehatan yang bermakna (Perjalanan 
Menuju JKN, 2015) 
Fasilitas kesehatan adalah fasilitas 
pelayanan kesehatan yang digunakan untuk 
menyelenggarakan upaya pelayanan 
kesehatan perorangan, baik promotif, 
preventif,kuratif maupun rehabilitatif yang 
dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Daerah, dan/atau masyarakat. Dalam 
Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program 
Jaminan Kesehatan Nasional dijelaskan 
bahwa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 
adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan 
pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat 
non spesialistik untuk keperluan observasi, 
diagnose, perawatan, pengobatan dan atau 
pelayanan kesehatan lainnya. 
Regulasi terkait pengelolaan dana 
kapitasi diatur dalam  Perpres 32 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana 
Kapitasi JKN Pada FKTP Milik Pemerintah 
Daerah yang diatur lebih lanjut dengan 
Permenkes Nomor 19 Tahun 2014  tentang 
Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk Jasa 
Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya 
Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah 
Daerah. Tak lama setelah kedua peraturan 
tersebut terbit, Kementerian Dalam Negeri 
menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam 
Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 
2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, 
Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta 
Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN 
Pada FKTP milik pemerintah daerah.  Ada 
yang menarik, ketentuan tersebut mengatur 
mengenai pengelolaan dana kapitasi pada 
Puskesmas selaku FKTP milik pemerintah 
daerah yang belum menerapkan Pola 
Pengelolaan Keuangan BLUD. 
Sesuai dengan ketiga ketentuan 
tersebut, dana kapitasi yang diterima oleh 
Puskesmas selaku FKTP milik pemerintah 
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daerah yang belum berstatus BLUD dapat 
digunakan secara langsung (dibelanjakan). 
Tentu saja dana kapitasi tersebut harus 
dianggarkan terlebih dahulu sesuai ketentuan 
Permendagri 13 Tahun 2006 beserta 
perubahannnya, baik sisi pendapatan (Lain-
lain PAD Yang Sah-Dana Kapitasi JKN Pada 
FKTP) dan sisi belanja (Belanja Langsung 
yang diuraikan dalam jenis, obyek, dan 
rincian obyek belanja yang berpedoman pada 
ketentuan Pasal 12 Perpres 32 Tahun 2014 
dan Permenkes Nomor 19 Tahun 2014 dan 
perubahannya Nomor 21 Tahun 2016.  Setiap 
penerimaan dana kapitasi dari BPJS ke 
rekening masing-masing Puskesmas dapat 
digunakan secara langsung oleh Puskesmas 
untuk membiayai pengeluaran belanja hingga 
batas alokasi anggaran belanja sebagaimana 
tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran dan tidak harus disetor terlebih 
dahulu ke rekening kas daerah.  
Sampai dengan Desember 2016 di 
kabupaten Parigi Moutong terdapat 22 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang 
bekerjasama dengan BPJS terdiri atas 21 
FKTP milik Pemerintah (Puskesmas) dan 1 
Klinik swasta. Jumlah kepesertaan JKN 
252.707,terdiri atas PBI 220.661 dan Non PBI 
32.046 Peserta PBI seluruhnya peserta dengan 
iuran yang bersumber dari APBN. Puskesmas 
sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 
(FKTP) milik pemerintah di Kabupaten Parigi 
Moutong yang bekerjasama dengan BPJS 
terdiri atas 21 Puskesmas dan belum berstatus 
sebagai BLUD dan belum terakreditasi, 11 
merupakan Puksesmas rawat Inap dan 10 
merupakan Puskesmas Non Rawat Inap.  
Pada tahun 2014 jumlah pendapatan 
dana kapitasi JKN di Puskesmas Parigi 
sebesar Rp. 654.231.024,00.-, kemudian 
meningkat tahun 2015 sebesar Rp. 
1.118.477.073.00.- hingga tahun 2016 
mencapai Rp. 1.314.702.827,00.-,. Mengingat 
semakin meningktnya jumlah dana kapitasi 
yang dikelola oleh puskesmas, maka penulis 
tertarik untuk meneliti pengelolaan dan 
pemanfaatan dana kapitasi JKN pada FKTP 
Puskesmas Parigi Kabupaten Parigi Moutong. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
proses penganggaran, pelaksanaan dan penata 
usahaan, pertanggungjawaban, pengawasan 
dan pemanfatan serta hambatan yang dihadapi 
dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana 
kapitasi JKN di Puskesmas Parigi Kabupaten 




Jenis penelitin yang digunakan adalah 
penelitian kualitatif. Penelitian ini 
dilaksanakan selama dua bulan yaitu 
Desember 2016 – Januari 2017. Lokasi 
Penelitian ini dilakukan pada Puskesmas 
Parigi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi 
Moutong. Jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data kualitatif dan 
kuantitatif. Sumber data yaitu data primer dan 
sekunder. Data primer diperoleh dan 
dikumpulkan langsung dari wawancara 7 
orang informan dan 1 orang informan kunci 
yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 
Parigi Moutong. Data sekunder didapat 
dengan menganalisis dokumentasi laporan 
keuangan dan laporan realisasi dana kapitasi 
JKN. 
Teknik analisis data yang digunakan 
adalah model interktif. Tahap analisis 
dilakukan bersamaan dengan pengumpulan 
data yang mencakup tiga kegiatan yang 
bersamaan yakni reduksi data, display data, 
menarik kesimpulan dan verifikatif.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Penganggaran Dana Kapitasi 
Dalam Penganggaran dana Kapitasi 
yang dilakukan oleh Puskesmas Parigi, 
Peraturan Bupati sebagai landasan utama 
dalam pengelolaan dana kapitasi dan 
Permendagri No. 900/2280/SJ tentang Juknis 
kapitasi pada FKTP milik pemerintah. 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 dan 
perubahannya Nomor 21 Tahun 2016 menjadi 
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dasar utama dalam penyusunan peraturan  
Bupati. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 
2016  tentang Pembayaran dan Pemanfatan 
Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional 
pada Puskesmas dan Jaringannya di 
Kabupaten Parigi Moutong dan Keputusan 
Bupati Parigi Moutong Nomor 
440.45/0904/Dinkes tentang Alokasi Dana 
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada 
Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten 
Parigi Moutong sebagai dasar Puskesmas 
menyusun rencana belanja Puskesmas. Pada 
bulan April 2016 Pemerintah menerbitkan 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 
Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana 
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk 
Jasa Pelayanan dan Dukungan Biaya 
Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah, hal ini 
ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten 
Perigi Moutong dengan menerbitkan 
Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 
tentang perubahan Atas Peraturan Bupati 
Nomor 18 Tahun 2016. Dalam 
pengelolaannya belum ada petunjuk Teknis 
yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah 
Kabupaten Parigi Moutong untuk pengelolaan 
dana kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas. 
Penganggaran dana kapitasi di 
Puskesmas Parigi Kabupaten Parigi Moutong, 
belum sesuai dengan petunjuk teknis yang 
mengaturnya. Perencanaan pendapatan 
ditentukan oleh dinas Kesehatan, dalam hal 
ini adalah Bidang Jaminan Sarana dan 
Prasarana Kesehatan,  Puskesmas Parigi 
Kabupaten Parigi Moutong hanya menyusun 
rencana belanja dengan menggunakan 
Peraturan Bupati sebagai dasar penyusunan 
belanjanya. Penentuan besaran pagu anggaran 
untuk belanja kapitasi, dengan melihat jumlah 
peserta BPJS yang terdaftar di  Puskesmas 
Parigi Kabupaten Parigi Moutong dan besaran 
biaya kapitasi yang akan dibayarkan. Besaran 
tarif kapitasi ditentukan berdasarkan 
ketersediaan tenaga kesehatan yang ada di 
Puskesmas. 
Rencana Pendapatan dan belanja dana 
Kapitasi FKTP puskesmas Parigi akan 
menjadi dasar dalam penyusunan Rencana 
Kerja dan anggaran Dinas Kesehatan, dimana 
RKA Dinas kesehatan tersebut memuat 
Rencana pendapatan dan Belanja seluruh 
Puskesmas yang ada di kabupaten Parigi 
Moutong 
Gambaran mengenai mekanisme 
perencanan anggaran dana kapitasi JKN di 
FKTP Puskesmas Parigi dapat kita lihat 




























1).  = dilaksanakan  
2). = belum dilaksanakan   
Gambar 1. Alur Penganggaran Dana 
Kapitasi JKN Pada FKTP Puskesmas 
Parigi 
Dalam Alur penganggaran tersebut 
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disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten 
Parigi Moutong yang selanjutnya akan 
diusulkan menjadi RKA Dinas kesehatan 
yang memuat pendapatan dan Belanja 
Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Parigi. Dan 
selanjutnya akan mengikuti proses 
pengesahan anggaran sesuai dengan pertauran 
perundang-undangan yang berlaku.  
Penelitian ini tidak sejalan dengan 
penelitian dari Sholihin, dkk (2015), dimana 
Puskesmas Watubangga  membuat dokumen 
rencana pendapatan dan belanja dengan 
mengikuti juknis dan SK bupati.  Perhitungan 
pendapatan dan belanja disesuaikan dengan 
Jumlah Peserta BPJS yang terdaftar dan 
besaran biaya kapitasi yang diterima oleh 
puskesmas. 
 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana 
Kapitasi 
Proses pelaksanaan dana kapitasi JKN 
di FKTP dimulai dengan penyusunan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 
Dinas Kesehatan, dimana didalamnya terdapat 
pendapatan dan belanja kapitasi Puskesmas, 
sesuai dengan rencana pendapatan dan belanja 
kapitasi puskesmas yang diusulkan. Proses 
pembelanjaan dana kapitasi harus sesuai 
dengan peraturan dan perundang-undangan 
yang berlaku. 
Hasil penelitian tentang pelaksanaan 
dana kapitasi menunjukkan bahwa 
Pendapatan dan belanja kapitasi menjadi 
bagian dalam Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten 
Parigi Moutong. Dalam pelaksanaanya terjadi 
keterlambatan belanja kapitasi. Belanja 
kapitasi dimulai pada bulan Maret 2016. Hal 
ini disebabkan keterlambatan informasi ke 
Puskesmas tentang telah disahkan DPA tahun 
2016. 
Penatausahan dana kapitasi JKN di 
puskesmas dilaksanakan oleh Bendahara 
Kapitasi. Bendahara Kapitasi diangkat oleh 
bupati melalui usulan kepala Dinas 
Kesehatan. Pada akhir tahun 2015 Dinas 
Kesehatan terlebih dahulu meminta usulan 
nama bendahara kapitasi masing-masing 
puskesmas. Berdasarkan nama bendahara 
yang ditetapkanlah puskesmas membuka 
rekening dana kapitasi JKN Puskesmas. 
Sistem pembayaran kapitasi adalah 
pembayaran dimuka. Puskesmas menerima 
pembayaran sebesar jumlah peserta yang 
terdaftar sebagai peserta dikalikan dengan 
jumlah besaran kapitasi yang diterima 
puskesmas, tidak memperdulikan ada atau 
tidaknya peserta tersebut berkunjung ke 
puskesmas. Besaran iuran kapitasi yang 
diterima Puskesmas Parigi sebesar 6.000 per 
peserta. Pembayaran dilakukan paling lambat 
tanggal 15 bulan berjalan. Pembayaran 
langsung melalui rekening dana kapitasi 
Puskesmas. Setiap bulannya BPJS 
mengirimkan Konfirmasi pembayaran ke 
Dinas kesehatan yang berisi informasi tentang 
berapa peserta yang terdaftar pada bulan 
tersebut.  
Apabila Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan yang 
memuat tentang pendapatan dan Belanja Dana 
Kapitasi Puskesmas telah disahkan, maka 
Puskesmas dapat melakukan pencairan dana 
kapitasi tersebut. Sebagai langkah awal, 
bendahara Puskesmas mengecek jumlah 
pendapatan kapitasi JKN melalui rekening 
Koran. Berdasarkan jumlah pendapatan 
kapitasi, bendahara menghitung pembagian 
dana tersebut. Untuk belanja jasa pelayanan 
Puskesmas dapat mengambil seluruhnya, 
sedangkan untuk bantuan biaya operasional 
puskesmas harus memastikan belanja untuk 
kegiatan tersebut dapat dilaksanakan. 
Selanjutnya bendahara menyusun Rencana 
Pembelanjaan Anggaran Dana Kapitasi JKN.  
Berdasarkan Rencana pembelanjaan tersebut 
Dinas Kesehatan membuat surat rekomendasi 
pencairan dana yang jumlahnya sesuai dengan 
jumlah yang direncanakan Puskesmas. Dan 
selanjutnya dana kapitasi dapat dicairkan dan 
puskesmas dapat melakukan pembayaran. 
Hasil Penelitian ini tidak sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Fitrianeti 
(2016), pembelanjaan dana kapitasi didahului 
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dengan membuat telaahan staf dari kepala 
puskesmas yang ditujukan kepada Kepala 
Dinas Kesehatan, kalau telaahan staf disetujui 
baru dilakukan kegiatan, membuat 
administarasi kegiatan (SPJ) dan diusulkan 
kebagian Dinas Kesehatan dan dilakukan 
verifikasi, bila sudah disetujui oleh kasubag 
keuangan dan bendahara dinas kesehatan baru 
kami masukkan ke bagian seksi SDK Dinas 
Kesehatan. Dinas Kesehatan membuat Surat 
Permohonan Permintaan Pengesahan Belanja 
(SP3B) yang selanjutnya akan diterbitkan 
Surat Prmintaan Pengesahan Belanja (SP2B). 
Setelah SP3B dan SP2B telah dikeluarkan 
dana kapitas I JKN FKTP dapat ditarik dari 
Bank yang nilainya sesuai dengan Jumlah 
SP2B yang telah dikeluarkan. Selnjutnya 
Bendahara dapat melakukan pembayaran jasa 
pelayanan, dan belanja dukungan biaya 
operasional. 
 
Pertanggungjawaban Dana Kapitasi 
Kepala  Puskesmas bertanggungjawab 
secara formal dan materil atas pendapatan dan 
belanja dana kapitasi JKN di FKTP. Proses 
pertanggungjawaban dimulai dari pembayaran 
kapitasi peserta JKN oleh BPJS ke Rekening  
Puskesmas sampai dengan kepala puskesmas 
melaporkan realisasi pendapatan dan belanja 
kapitasi JKN Puskesmas.  
Bendahara Puskesmas Parigi Kabupaten 
Parigi Moutong penyusun laporan 
pertanggungjawaban dana kapitasi JKN yang 
terdiri dari Laporan Realisasi Pendapatan dan 
Belanja, Buku Kas Bendahara, Surat 
Pernyataan Tanggungjawab dan rekening 
Koran. Laporan ini disampaikan ke Dinas 
kesehatan yang selanjutnya akan menjadi 
dasar dalam menerbitkan SP3B. Sebelum 
diterbitkan SP2B akan dilakukan rekonsiliasi 
antara dinas kesehatan dan bagian akuntansi 
DPPKAD. Apabila pendapatan dan belanja 
dana kapitasi dianggap benar maka akan 
diterbitkan SP2B.  
SP2B seharusnya menjadi dasar untuk 
melakukan pembukuan belanja dan 
pendapatan dana kapitasi oleh Pejabat 
Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan 
setiap bulannya, agar realisasi pendapatan dan 
belanja dana kapitasi akan menjadi bagian 
dari realisasi pendapatan dan belanja Dinas 
Kesehatan. Proses ini tidak berjalan 
sebagaimana mestinya. Puskesmas 
menyampaikan laporan pendapatan dan 
belanja setiap bulan tidak tepat waktu. 
Laporan disampaikan hanya apabila ada 
pencairan dana, dan waktunyapun tidak tepat. 
Hal ini menyebabkan Dinas Kesehatan lambat 
pula dalam menyampaikan permohonan 
SP3B. Keterlambatan penerbitan SP3B 
berpengaruh pula terhadap keterlambatan 
terbitnya SP2B. 
Adapun mekanisme pencairan dan 
pertanggungjawaban dana kapitasi JKN di 
FKTP Puskesmas dapat dilihat dalam bagan 













Gambar 2. Bagan Proses 
Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN 
Pada FKTP Puskesmas Parigi Tahun 2016 
Penelitian ini berbeda dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Fitrianeti (2016), untuk 
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FKTP mencatat dan menyampaikan laporan 
realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan 
kepada kepala FKTP, kemudian kepala FKTP 
menyampaikan laporan realisasi pendapatan 
dan belanja tersebut kepada kepala SKPD 
Dinas Kesehatan dengan melampirkan surat 
pernyataan tanggungjawab dan melampirkan 
semua administrasi bukti penggunaan dana 
kapitasi yang sudah direalisasikan sesuai 
perpres nomor 32 tahun 2014. Selanjutnya 
pertanggungjawaban berjenjang hingga 
kepala Dinas Kesehatan menyampaikan 
laporan pertanggungjawaban pemanfaatan 
dana kapitasi ke Bupati. Untuk penerbitan 
SP3B dan SP2B telah diterbitkan terlebih 
dahulu sebelum dilakukan penarikan dana. 
Penelitian ini juga berbeda dengan 
penelitian Sholihin (2015), bendahara kapitasi 
puskesmas Watubangga Kabupaten Kolaka  
mencatat setiap pengeluaran atau 
pembelanjaan dana kapitasi setiap bulannya 
kemudian membuat laporan pertanggung 
jawabannya. Sebelum laporan pertanggung 
jawaban disampaikan ke Dinas Kesehatan 
kabupaten Kolaka, terlebih dahulu laporan 
pertanggungjawaban disampaikan dalam rapat 
Mini Lokakarya (Minlok) yang dilakukan 
setiap akhir atau awal bulan. Salah satu 
agenda yang dimasukkan dalam mini 
lokakarya adalah penyampaian bendahara 
puskesmas watubangga terkait pengelolaan 
dana kapitasi pada bulan tersebut. Kemudian 
setelah mini lokakarya dilaksanakan 
Bendahara puskesmas akan menyampaikan 
laporan pertanggungjawaban kepada SKPD 
Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka. 
Pengawasan Dana Kapitasi 
Bentuk pengawasan yang dilakukan 
oleh kepala Puskesmas terhadap peneriman 
dan pemanfatan dana kapitasi JKN di FKTP 
adalah dengan memeriksa kesesuaian antara 
surat rekomendasi dan pertanggungjawaban 
yang diajukan oleh bendahara. Kemungkinan 
terjadinya penyimpangan yang dilakukan 
Bendahara Kapitasi dalam pengelolaan dana 
kapitasi sangat kecil. Apalagi setiap pencairan 
dana kapitasi dipersyaratkan untuk 
menerbitkan surat rekomendasi sehingga 
bendahara tidak dapat melakukan pencairan 
tanpa sepengetahuan Kepala Puskesmas dan 
Dinas Kesehatan. Oleh karenanya bendahara 
jarang memegang dana tunai, terkecuali untuk 
pembayaran pajak jasa pelayanan.  
Demikian pula pengawasan yang 
dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan, yang 
dalam hal ini dilaksanakan oleh Bidang 
Jaminan Sarana dan Prasarana Kesehatan. 
Kewajiban menyampaikan rencana belanja ke 
Dinas Kesehatan sebagai persyaratan dalam 
penerbitan surat rekomendasi pencairan dana 
kapitasi oleh bendahara kapitasi di FKTP 
Puskesmas merupakan bagian dari 
pengawasan terhadap pelaksanaan belanja 
dana kapitasi oleh Bendahara kapitasi. 
Rencana belanja akan diverifikasi oleh 
pengelola JKN di Dinas kesehatan, diperiksa 
kesesuaian belanja yang direncanakan dengan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan 
ketersediaan dana dalam Anggaran kas. 
Bentuk pengawasan lain yang 
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan 
melakukan kunjungan ke Puskesmas dalam 
rangka evaluasi pelaksanaan program Jaminan 
Kesehatan Nasional, pertemuan – pertemuan 
yang dilakukan di Dinas kesehatan yang 
menjadi kesempatan untuk memecahkan 
masalah yang dihadapi Puskesmas dalam 
pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi. 
 
Pemanfaatan Dana Kapitasi 
Keseluruhan Dana Kapitasi JKN di 
FKTP digunakan oleh Puskesmas. Puskesmas 
Parigi Kabupaten Parigi Moutong menjadikan 
Peraturan Bupati sebagai landasan utama 
dalam pemanfaatan dana kapitasi JKN di 
FKTP Puskesmas.Surat Keputusan  Bupati 
Nomor 440.45/0904/Dinkes tentang Alokasi 
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 
pada Pusat Kesehatan Masyarakat di 
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016, 
memutuskan 70% dana kapitasi untuk 
pembayaran jasa pelayanan, dan 30 % untuk 
pembayaran dukungan biaya operasional 
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pelayanan kesehatan, yang terdiri atas 10% 
untuk biaya obat, alat kesehatan dan bahan 
medik habis pakai dan 20% untuk biaya 
operasional pelayanan kesehatan lainnya. 
Pemanfaatan Dana Kapitasi untuk jasa 
pelayanan kesehatan di puskesmas Parigi 
dibayarkan berdasarkan poin yang telah 
ditetapkan dalam Permenkes 21 tahun 2016.  
Point ini ditentukan berdasarka jenis 
ketenagaan dan jabatan serta  kehadiran. Nilai 
point masing-,masing pegawai berbeda-beda 
sesuai dengan tupoksi masing-masing 
pegawai. Jumlah point yang dikumpulkan 
akan mempengaruhi besaran jasa yang 
diterima. 
Sesuai dengan realisasi pemanfaatan 
dana kapitasi di puskesmas parigi tahun 2016 
diperoleh nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 
1. 308. 024.540, dengan rincian Belanja 
seperti yang terlihat dalam grafik dibawah ini: 
 
Sumber: Pengelola JKN Dinas Kesehatan  
Gambar 3. Grafik Pemanfaatan Dana 
Kapitasi JKN Pada FKTP Puskesmas 
Parigi Tahun  2016 
Puskesmas parigi memanfaatkan 79% 
atau sekitar Rp.1.029.906.450 dana kapitasi 
untuk jasa pelayanan. Sesuai dengan 
peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor 21 Tahun 2016, bahwa 
dalam pembagian jasa pelayanan kepada 
tenaga kesehatan dan non kesehatan 
ditetapkan dengan mempertimbangkan 
variabel jenis ketenagaan dan kehadiran. 
Pembayaran terhadap jasa pelayanan 
berdasarkan sistem poin yang telah dtentukan 
dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 
21 tahun 2016 
Sebanyak 9% atau sekitar Rp116.941.97 
dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Parigi 
dimanfaatkan untuk belanja obat-obatan dan 
BHP. Puskesmas. Pemesanan obat dilakukan 
oleh Dinas Kesehatan, sesuai dengan 
kebutuhan obat yang diusulkan Puskesmas. 
Sebanyak 12% atau sekitar 
Rp161.176.120,- merupakan belanja 
operasional lainnya yang digunakan untuk 
pembelian Aset, yang berupa penambahan 
sarana dan prasarana penjang pelayanan di 
fasilitas kesehatan seperti Laptop, moubeleir 
dan alat-alat perlengkapan kantor lainnya.  
Pemanfaatan untuk biaya operasional 
obat-obatan dan BHP hanya 9% dan biaya 
operasional lainnya 12%. Hal ini bukan 
berarti pengalokasian anggarannya yang 
kurang, akan tetapi realisasi terhadap belanja 
tersebut yang tidak maksimal. Berikut adalah 
gambaran tentang alokasi dan realisasi 
pemanfaatan dana kapitasi JKN FKTP 
Puskesmas untuk biaya operasional tahun 
2016 
 
Sumber : Pengelola JKN Dinas Kesehatan 
Gambar 4. Grafik Pagu dan Realisasi 
Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada 
FKTP Puskesmas ParigiTahun  2016 
 
Hambatan Dalam Pengelolaan dan 
Pemanfaatan Dana Kapitasi  
Keterlambatan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) ke Puskesmas menjadi 
penyebab lambatnya pelaksanaan belanja 
dimulai. Pada tahun 2016, pembelanjaan 
dimulai pada bulan maret, termasuk 
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pembayaran jasa pelayanan. Ketepatan dalam 
pemilihan rekening belanja pada saat 
penyusunan rencana belanja juga dapat 
menjadi hambatan dalam pengelolaan dana 
kapitasi. Untuk belanja operasional, 
Puskesmas cukup kesulitan dalam 
pelaksanaannya, terutama unutuk belanja obat 
dan belanja modal. Pembelanjaan obat yang 
harus melalui Dinas Kesehatan dengan 
berpedoman pada pengadaan obat-obatan 
dengan E-katalog menyebabkan 
pengadaannya berjalan lambat. Sedangkan 
belanja modal harus mengikuti peraturan 
tentang pengadaan barang dan jasa, hal ini 
dianggap sulit bagi puskesmas. Kurangnya 
pengetahuan dan pengalaman dalam 
pengadaan barang mengakibatkan 
pelaksanaan anggaran kapitasi tidak 
maksimal. 
Masalah yang utama dalam 
penatausahaan dana kapitasi adalah 
keterbatasan sumberdaya manusia di 
Puskesmas. Dari keseluruhan bendahara dan 
pengelola dana kapitasi di puskesmas tidak 
ada yang berpendidikan akuntansi. Belum lagi 
bendahara kapitasi bertugas rangkap selaku 
pemberi pelayanan kesehatan 
Pemanfaatan dana kapitasi untuk 
dukungan biaya operasional lainnya di 
Puskesmas parigi masih rendah. Hal ini 
karena Puskesmas masih kesulitan dalam 
proses pembelanjaan. Adanya kebijakan 
pemasanan obat yang hanya dapat 
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan 
dengan menggunakan E-katalog 
menyebabkan pengadaan obat-obatan tak 
dapat direalisasikan seluruhnya. Demikian 
pula untuk belanja modal yang proses 
pengadaannya dianggap cukup rumit bagi 
puskesmas, sehingga memilih tidak 
membelanjakannya.   
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dan pembahasan, 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Penganggaran dana kapitasi JKN di FKTP 
Puskesmas Parigi menggunakan Peraturan 
Bupati sebagai dasar penyusunannya. 
Puskesmas hanya melakukan perencanan 
belanja, sedangkan perencanaan 
pendapatan dilakukan oleh Dinas 
Kesehatan.  
2. Pelaksanaan dan penatausahaan dana 
kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas 
berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) dinas kesehatan yang 
memuat pendapatan dan belanja kapitasi 
puskesmas. Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) tahun 2016 lambat 
disampaikan ke Puskesmas, sehingga 
puskesmas lambat melaksanakan belanja. 
Bendahara Kapitasi JKN pada FKTP 
ditetapkan oleh Bupati setiap tahun. 
Bendahara memiliki rekening tersendiri 
dalam pengelolaan dana kapitasi. 
Pembayaran dana kapitasi dari BPJS 
dilakukan langsung ke rekening dana 
kapitasi puskesmas.Pencairan dana kapitasi 
harus melalui penerbitan surat 
rekomendasi dari Dinas Kesehatan sesuai 
dengan Surat Usulan Belanja yang 
diusulkan oleh Puskesmas.  
3. Pertanggungjawaban Pendapatan dan 
Belanja Dana Kapitasi pada FKTP 
Puskesmas Parigi disajikan dalam Laporan 
Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten 
Parigi Moutong dan Laporan Keuangan 
Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan 
SP2B.  
4. Pengawasan Kepala Puskesmas Parigi 
terhadap penerimaan dan pemanfaatan 
dana kapitasi dilakukan dengan 
pemeriksaan kesesuaian antara 
pertanggungjawaban dengan DPA, 
perencanaan belanja dan rekomendasi yang 
dibuat. Bentuk Pengawasan Dinas 
Kesehatan dilakukan dengan 
mempersyaratkan Surat Rekomendasi 
untuk pencairan dana kapitasi di Bank. 
Melakukan kunjungan evalusi pelaksanaan 
kegiatan di Pusksmas dan mengundang 
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Puskesmas untuk melakukan koordinasi 
pelaksanaan program JKN di Puskesmas. 
5. Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN di FKTP 
Puskesmas menggunakan SK dan 
Peraturan Bupati sebagai dasar kebijakan 
nya. Tahun 2016 Pemanfaatan nya 
dialokasikan untuk Jasa Pelayanan 70%, 
dan dukungan biaya Operasional 30%. 
Dalam menghitung besaran jasa yang 
diterima digunakan poin yang berdasarkan 
ketenagaan, kehadiran, dan status 
kepegawaian.  
6. Kendala yang dihadapi dalam penyusunan 
anggaran adalah kesulitan dalam pemilihan 
rekening belanja yang tepat.Laporan 
Pendapatan dan belanja tidak dilakukan 
setiap bulan sehingga penerbitan Surat 
Permintaan Pengesahan Pendapatan dan 
Belanja (SP3B) dan Surat Pengesahan 
Pendapatan dan Belanja (SP2B) juga 
lambat.Pemanfaatan dalam mendukung 
biaya operasional puskesmas penyerapan 
nya masih rendah disebabkan oleh 
keterbatasan sumberdaya, keterlambat an 
perencanaan, belum adanya petunjuk 
teknis di daerah, pertanggung jawaban 
dalam pembelanjaan biaya operasional 
yang dianggap sulit. 
 
Rekomendasi 
1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi 
Moutong 
Mengingat 21 puskesmas di Kabupaten 
Parigi Moutong dan besarnya dana kapitasi 
yang dikelola oleh Puskesmas, maka 
diperlukan adanya Petunjuk Teknis 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana 
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang 
mengatur secara lengkap tentang 
Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban, 
pengawasan dan Pemanfaatan Dana 
Kapitasi di Puskesmas. 
2. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi 
Moutong 
a. Harus ada ketegasan dari Dinas 
Kesehatan tentang waktu penyampaian 
laporan pertanggungjawaban Dana 
Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas 
sehingga Laporan Keuangan Dinas 
Kesehatan dapat selesai tepat waktu. 
b. Perlunya keterlibatan Sub Bagian 
Keuangan secara langsung dalam Proses 
pengelolaan Dana Kapitasi di 
Puskesmas. 
c. Perlu percepatan proses pengadaan 
obat, bahan pakai habis Medik dan alat 
kesehatan sehingga penyerapan 
anggaran untuk biaya operasional lebih 
baik dan pelayanan kepada peserta 
BPJS tidak terhambat. 
d. Untuk menjamin efektifitas dan 
efisiensi anggaran dana kapitasi JKN di 
FKTP perlu pengawasan Dinas 
Kesehatan dari proses perencanaan 
anggaran hingga proses pertanggung 
jawaban.  
3. Bagi Puskesmas Parigi Kabupaten Parigi 
Moutong 
a. Perlu ketelitian dalam perencanaan 
belanja dana kapitasi dengan 
mempertimbangan kemampuan dan 
waktu pelaksanaan kegiatan sehingga 
pemanfaatan dana kapitasi dapat 
maksimal. 
b. Perlu perhatian yang serius bagi kepala 
puskesmas Parigi Moutong dalam 
penyusunan laporan pertanggung 
jawaban dana kapitas JKN di 
Puskesmas, terutama dalam ketepatan 
dalam waktu pelaporan. 
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